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MOTTO 

Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

(QS, An-Nisa Ayat 58) 

 

Guru intelektualitas saya adalah spiritualitas dan guru spiritualitas saya adalah 

intelektualitas 
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RINGKASAN 

 

  Setelah perubahan UUD NRI 1945 maka mengenai kedudukan MPR 

berubah, kedaulatan rakyat tidak lagi di laksanakan oleh MPR dan MPR juga 

tidak merupakan lembaga tertinggi negara serta MPR tidak mempunyai 

kewenangan dalam membentuk garis-garis haluan negara, sehingga perubahan 

tersebut berdampak pula pada produk MPR yaitu ketetapan MPR sehingga dari 

masalah tersebutlah UUD NRI 1945 megamanatkan kepada MPR untuk 

melakukan peninjauan terhadap status hukum dan kedudukan TAP MPRS dan 

TAP MPR RI tahun 1996-2002 yang dimuat dalam TAP MPR RI 

No.1/MPR/2003. Sehingga semenjak perubahan UUD NRI 1945 konsekuensi 

adalah tidak cantumkan lagi TAP MPR di dalam hierarki Peraturan Perundang-

undangan diatur berdasarkan UU No 10 tahun 1004. 

  Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 

tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang 

sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan 

di dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan namun semenjak berlakunya UU 

No 12 tahun 2011 maka TAP MPR diposisikan di dalam derajat kedua setelah 

UUD NRI 1945 dan di atas Undang-undang. Munculnya pengaturan dalam Pasal 

7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang mengkategorikan bahwa TAP MPR 

merupakan bagian dari jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang 

bersifat regeling (mengikat secara umum) dan berada di bawah UUD NRI 1945 

adalah akibat masih berlakunya beberapa TAP MPR yang hal tersebut di nyatakan 

di dalam TAP MPR No 1/MPR/2003. Dalam TAP MPR No 1/MPR/2003 ini 

mengelompokkan 139 TAP MPRS dan TAP MPR yang sudah ada ke dalam enam 

kelompok status baru sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Meskipun Pasal 7 

ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengkategorikan TAP MPR termasuk bagian 

dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, 

 Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi akan 

mempunyai kedudukan lebih tinggi maka TAP MPR secara teoritis akan lebih 

cocok setara dengan Undang-Undang, bukan setingkat di atas Undang-Undang. 

Karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang merupakan 

representatif dari rakyat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi kemudian 

setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali 

dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan yang secara otomatis dapat 

menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-undang atau kemudian dapat 

menjadi alat uji jika bertentangan dengan TAP MPR. Implikasi yuridis yaitu 

status hukum dari TAP MPR itu sudah kuat karena di dalam Undang-Undang No. 

12 Tahun 2011, Pasal (7) butir a, sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-

undangan. Maka TAP MPR berada dibawah Undang-Undang Dasar dan berada 

diatas Undang-Undang, Perpu, atau Peraturan Perundang-undangan yang lainnya 

berarti TAP MPR harus dirujuk dalam pembuatan Undang-Undang. 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

After the constitutional changes in 1945 NRI so that the position of MPR 

had been changed , popular sovereignty was no longer carried by the Assembly 

and also the Assembly was not the highest state institutions any more as well as 

the Assembly has no discretion in shaping state policy lines , so these changes 

impact MPR product that statutes Assembly so that the problem is exactly the 

Constitution of 1945 mandated the NRI Assembly to conduct a review of the legal 

status and position of TAP and TAP MPR MPRS 1996-2002 published in MPR 

RI No.1/MPR/2003 . So the constitutional changes since 1945 NRI is not 

specified further consequence of MPR in the hierarchy of laws and regulations 

governed by Law No. 10 in 2004. 

Since the enactment of Law No. 12 of 2011 in lieu of Law No. 10 of 2004 

, the changes are apparent from Chapter 7 of Law No. 12 of 2011 , which was 

previously in the Law No. 10 of 2004 , MPR is no longer in the hierarchy 

specified in legislation but since the enactment of Law No. 12 of 2011 MPR was 

positioned in the second degree after NRI Constitution 1945 and above the Law , 

The rise of regulation in Chapter 7 paragraph (1) of Law no. 12 of 2011 which 

categorizes that MPR was part of the type and hierarchy of legislation that are 

generally binding and is under the Constitution of 1945 is due to the NRI still 

some MPR enactment which it is stated in MPR Decree No. 1 / MPR/2003 . In 

this 1/MPR/2003 MPR Decree No. 139 classifies TAP MPRS and existing MPR 

into six groups new status as stated  previously . Although Chapter 7 paragraph 

(1) of Law no. 12 Year 2011 MPR categorize the type and part of the hierarchy of 

legislation , 

Law made by higher authorities will have a higher position then MPR will 

be better suited theoretically equivalent to the Act , not a notch above Act. Since 

MPR membership consists of  DPR and DPD which is representative of the 

people , by the people due But then after the enactment of Law No. 12 of 2011, 

MPR re-inserted in the hierarchy of the laws that can automatically become a 

reference in the creation of the Law or later if the test equipment can be contrary 

to the TAP MPR.2 ) juridical implications that the legal status of MPR was 

already strong as in the Act No. . 12 In 2011 , Chapter (7) point a , as one type of 

legislation . So MPR under the Constitution and above the Law, Government 

Regulation , legislation or other means of MPR must be referenced in the 

manufacture of the regulation 
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